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BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a.bahwa untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangannya memerlukan biaya yang salah
satunya bersumber dari pendapatan asli daerah;

b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan asli daerah yang penting guna pelaksanaan
Pembangunan dalam rangka untuk  mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan
dan tata cara pemungutan pajak di Kabupaten Sragen
diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c¢ serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (7), Pasal 16 ayat (5),
Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 37 ayat (5),
Pasal 55 ayat (5), Pasal 85 ayat (3), Pasal 88 ayat (7),
Pasal 92 ayat (3), Pasal 95 ayat (2), Pasal 102 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881).

. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2:

o

Daerah adalah Kabupaten Sragen.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sragen.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah BPKPD
Kabupaten Sragen.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
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Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk
wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan
diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
bidang pertanahan dan bangunan.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yg selanjutnya disingkat
PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir
atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau
minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan,
baik secara langsung maupun tidak langsung, atau
melalui pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan
dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan
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oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan
untuk bermacam peralatan listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan
minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan
memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area
parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan
bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan,
permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian
untuk dinikmati.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan
reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
sesuatu.

Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah
pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan
tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari
sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi
untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batu bara.

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut
persentase tertentu.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh
Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang di
kenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
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disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak
atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena
jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau
pemasukan ke dalam badan usaha.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan
daerahnya.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan dengan Kketentuan
tertentu.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak yang terutang
sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada wajib pajak
serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang
selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data
subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
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Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada
Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak vang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau
Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan pengisian surat
pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan
dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta
kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan



penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat
paksas, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual
barang yang telah disita.

53. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

54. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan Kkewajiban perpajakan untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

56. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun  kalender, kecuali apabila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.

Pasal 2
Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini
meliputi:
a. jenis Pajak Daerah dan;
b. tata cara pemungutan Pajak Daerah.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai
pedoman bagi pemungutan pajak daerah di Kabupaten
Sragen.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk
mengoptimalkan pelayanan pajak kepada masyarakat dan
peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari Pajak
Daerah.

BAB III
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak Daerah

Pasal 4
Jenis Pajak terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. BPHTB;



c. PBJT atas:

1. makanan dan/atau minuman;
2. tenaga listrik;

3. jasa perhotelan;

4. jasa parkir; dan

5. jasa kesenian dan hiburan.
Pajak Reklame;

PAT;

Pajak MBLB;

Opsen PKB; dan

. Opsen BBNKB.

=g S

Pasal 5

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

PBB-P2;

Pajak Reklame;

PAT;

Opsen PKB; dan
e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib
Pajak terdiri atas:

a. BPHTB;

b. PBJT atas;
1. makanan dan/atau minuman;
2. tenaga listrik;
3. jasa perhotelan;

4. jasa parkir; dan

S
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poop

. jasa kesenian dan hiburan; dan
. Pajak MBLB.

Bagian Kedua
Masa Pajak

Pasal 6

(1) Masa Pajak PBB-P2 adalah mulai awal tahun
diterbitkannya SPPT PBB sampai dengan jatuh tempo
pembayaran PBB-P2.

(2) Masa Pajak PBJT, Pajak Reklame, PAT, dan Pajak MBLB
ditetapkan selama jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

(3) Tahun Pajak sebagaimana ayat (1) merupakan jangka
waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.



Bagian Ketiga
PBB
Paragraf 1
Subjek dan Objek PBB-P2

Pasal 7

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau
pengurukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan,
dan/atau pemanfaatan atas:

a.

bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah pusat,
kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara
negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara
atau barang milik Daerah;

bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata
untuk melayani kepentingan umum di bidang
keagamaan, panti sosial, kesechatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan;

bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan
untuk tempat makam (kuburan), peninggalan
purbakala, atau yang sejenis;

. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka

alam, hutan  wisata, taman  nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak;

Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh

perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas

perlakuan timbal balik;

bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan

atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan

dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan;

bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda

raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu

(Light Rail Transit), atau yang sejenis;

. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya

berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh
Bupati; dan

bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi
dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 8

(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau



memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

(2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Paragraf 2
Pendaftaran PBB

Pasal 9

(1) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh subjek pajak
dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP yang tercantum
dalam lampiran [ Peraturan Bupati ini.

(2) SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditandatangani dan disampaikan ke BPKPD atau di
tempat pelayanan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluhj hari
setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau
kuasanya.

Paragraf 3
Pendataan PBB

Pasal 10

(1) Pendataan subjek dan objek PBB-P2 dilakukan oleh BPKPD
dengan ketentuan:

a. setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP dan LSPOP;

b. SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a,
harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai
dengan lampiran-lampiran yang diperlukan dan
disampaikan kepada BPKPD;

c. sepanjang tidak ada perubahan data objek pajak, subjek
pajak maupun Wajib Pajak maka data SPOP dan LSPOP
dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun
berikutnya.

(2) Pendataan terhadap mutasi utuh obyek PBB-P2 tidak
menghilangkan NOP induk;

(3) Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing
penerima pecahan mendapatkan NOP baru, sisa tanah
tetap menggunakan NOP lama;

(4) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa maka
NOP diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah;

(5) Terhadap NOP yang hilang diberikan NOP baru.

Pasal 11
(1) Setiap objek pajak diberi NOP.
(2) Struktur NOP terdiri atas 18 (delapan belas) digit yaitu:



a. digit ke 1 dan ke 2 merupakan kode provinsi;

digit ke 3 dan ke 4 merupakan kode kabupaten;

c. digit ke 5 sampai dengan digit ke 7 merupakan kode
kecamatan;

d. digit ke 8 sampai dengan digit ke 10 merupakan kode
kelurahan/desa;

e. digit ke 11 sampai dengan digit ke 13 merupakan kode
nomor urut blok;

o

f. digit ke 14 sampai dengan digit ke 17 merupakan kode
urut objek pajak dan;
g. digit ke 18 merupakan kode tanda khusus.

Paragraf 4
Penilaian PBB

Pasal 12

(1) Penilaian PBB-P2 dilakukan terhadap objek PBB-P2 dalam
rangka menetapkan NJOP.

(2) Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan melalui:

a. penilaian masal; dan

b. penilaian individu.

(3) Penilaian masal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dimana nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilai
indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai
tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung
berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKBJ;

(4) Penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai
tinggi atau objek pajak khusus.

(5) Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan meliputi:

a. pendekatan data pasar, dilakukan dengan cara
membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan
objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah
diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian;

b. pendekatan biaya, dilakukan untuk penilaian bangunan
dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan
penyusutan; dan

c. pendekatan kapitalisasi pendapatan, dilakukan pada
objek-objek yang menghasilkan dengan cara menghitung
atau memproy cksikan seluruh pendapatan atau sewa
dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi
dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak
pengusaha.

(6) NJOP dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh
dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

(7) Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali



untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun
sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Paragraf 5
Penetapan PBB

Pasal 13
(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) untuk setiap Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari
satu objek PBB-P2 di satu wilayah daerah, NJOP tidak kena
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya
diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap
Tahun Pajak.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu
dapat  ditetapkan setiap tahun  sesuai dengan
perkembangan wilayah Daerah.

(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14
Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) ditetapkan 100% (seratus persen) dari NJOP
setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Pasal 15
(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu
persen) per tahun;

b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma
dua persen) per tahun; dan

c. untuk NJOP diatas RpS5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,225 % (nol koma dua dua
lima persen) per tahun.

(2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09

% (nol koma nol sembilan persen) per tahun.

Pasal 16
(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan tarif PBB-P2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau



ayat (2.

(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya
kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi
dan/atau bangunan.

(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

(4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan
wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

(5) Termasuk dalam wilayah pemungutan  PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah
daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan yaitu bangunan
yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat
yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan
yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 17

(1) Berdasarkan SPOP BPKPD menerbitkan SPPT.

(2) SPPT PBB-P2 diterbitkan pada awal tahun masa pajak
secara masal.

(3) BPKPD mencetak DHKP.

(4) Sebelum disampaikan ke wajib pajak, dilakukan penelitian
data SPPT dengan data DHKP.

(5) SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada pemerintah
desa/kelurahan dengan dibuatkan berita acara serah
terima SPPT untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.

(6) SPPT PBB-P2 harus sudah sampai ke Wajib Pajak paling
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan oleh Kepala
Desa/Kelurahan.

(7) Penggolongan ketetapan PBB-P2 digolongkan menjadi:

a. Jenis Buku | dengan Penggolongan Ketetapan RpO0,00
(nol rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah);

b. Jenis Buku II dengan Penggolongan Ketetapan
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

c. Jenis Buku III dengan Penggolongan Ketetapan
Rp500.000 (lima ratus rupiah) sampai dengan
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

d. Jenis Buku IV dengan Penggolongan Ketetapan
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan
RpS5.000.000,00 (lima juta rupiah);

e. Jenis Buku V dengan Penggolongan Ketetapan diatas
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Paragraf 6
Pelaksana Pemungutan PBB-P2

Pasal 18
(1) Pelaksana pemungutan PBB-P2 Kabupaten Sragen



dilaksanakan oleh petugas pemungut, yang terdiri atas:
a. Penanggung jawab pemungutan; dan
b. Pelaksana pemungutan.
(2) Penanggung jawab pemungutan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati; dan
c. Sekretaris Daerah.

(3) Instansi pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b adalah BPKPD.

(4) Pemungutan oleh instansi pelaksana sebagaimana
dimaksud ayat (3) terdiri atas:
a. pelaksana pemungutan Tingkat kabupaten;
b. pelaksana pemungutan Tingkat kecamatan; dan
c. pelaksana pemungutan Tingkat desa/kelurahan.

Pasal 19
Aparat  pelaksana  pemungutan  Tingkat  kabupaten
sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) huruf a terdiri atas
perangkat Daerah  yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan
daerah.

Pasal 20
Aparat pelaksana pemungutan tingkat kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b terdiri
atas:
a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan;
c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan; dan
d. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Pasal 21

Aparat pelaksana pemungutan Tingkat desa/kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c terdin
atas:
a. Kepala Desa / Kelurahan;
b. Sekretaris Desa/Kelurahan;
¢. Kepala Dusun/Lingkungan/Kebayan/Petugas lainnya; dan
d. Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan/Kepala

Seksi pada Kelurahan.

Pasal 22
Tugas penanggung jawab pemungutan PBB-P2 tingkat
kabupaten adalah:
a. merumuskan kebijakan dalam pemungutan PBB-P2;
b. mengkoordinir pelaksanaan pemungtan PBB-P2; dan
c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan
PBB-P2.



Pasal 23

Tugas aparat pelaksana pemungutan PBB-P2 tingkat

kabupaten adalah:

a. melaksanakan perumusan kebijakan di lapangan;

b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam
pelaksanaan PBB-P2;

c. melakukan pembinaan administrasi PBB-P2 terhadap
aparat pelaksana pemungutan Tingkat kecamatan dan
desa/kelurahan;

d. melakukan sosialisasi PBB-P2, kepada aparat pelaksana
pemungutan Tingkat kecamatan, Tingkat desa/kelurahan
dan Masyarakat/wajib pajak;

e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemasukan
PBB-P2;

f. melakukan instensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2

g. melakukan upaya-upaya pemasukan PBB-P2;

h. melakukan penagihan terhadap wajib PBB-P2 yang belum
melaksanakan kewajibannya;

i. melakukan pendataan terhadap potensi PBB-P2;

j. melakukan rekonsiliasi pemasukan PBB-P2 dengan
instansi terkait;

k. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penanggung
jawab pemungutan; dan

1. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 24

Tugas aparat pelaksana pemungutan Tingkat kecamatan

adalah:

a. melaksanakan kebijakan pemungutan PBB-P2 di Tingkat
kecamatan;

b. mengkordinir laporan pemasukan PBB-P2 dari
Desa/Kelurahan;

c. melakukan pembinaan administrasi PBB-P2 terhadap
aparat pelaksana Tingkat desa/kelurahan;

d. melakukan sosialisasi PBB kepada aparat pelaksana
tingkat desa/kelurahan dan masyarakat/wajib pajak;

e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemasukan
PBB-P2;

f. melaksanakan penagihan kepada Masyarakat/wajib pajak
maupun aparat pelaksana tingkat desa/kelurahan yang
belum melaksanakan kewajibannya;

g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penanggung
jawab pemungutan; dan

h. melaksanakan tugas-tugas  lain sesuai  dengan
kewenangannya.



Pasal 25

Tugas aparat pelaksana pemungutan tingkat desa/kelurahan

adalah:

a. melaksanakan pemungutan PBB-P2 di wilayahnya;

b. melaksanakan administrasi PBB-P2 sesuai dengan
peraturan yang berlaku;

c. melakukan sosialisasi PBB-P2 kepada Masyarakat/wajib
pajak;

d. melaksanakan pemungutan dan penagihan kepada
masyarakat/wajib pajak vyang belum melaksanakan
kewajibannya;

e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada aparat
pelaksana tingkat Kabupaten dan Kecamatan dan;
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
BPHTB

Pasal 26
(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak karena:

1. jual beli;

2. tukar-menukar;

3. hibah;

4. hibah wasiat;

5. waris;

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lain;

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah.
b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. diluar pelepasan hak.
(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
hak milik;
. hak guna usaha,;
hak guna bangunan;
hak pakai;
hak milik atas satuan rumah susun; dan
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f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan:

a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah,
penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang
dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik
daerah;

b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum;

c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional
dengan syarat tidak menjalankan wusaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan
atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan;

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan
asas perlakuan timbal balik;

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau
karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya
perubahan nama;

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk
kepentingan ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 27
(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan
yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh Hak atas Tanah dan/atauBangunan.

Pasal 28
(1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek
pajak.
(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat,
waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak
baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak,
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak,
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran
usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang
untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana



dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah
daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak
bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan,
dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP
yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan
bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta
rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di
wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a
angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang
masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke
bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk
suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).

Pasal 29
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 30
(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) setelah dikurangi nilai
perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) atau ayat (5), dengan

tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya
perolehan tanah dan/atau Bangunandengan ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian
pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk
tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam
perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak
yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha,
peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh
penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke
kantor bidang pertanahan waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak;
dan



g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk
lelang.

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak
menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB
untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta
jual beli.

(4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 31
Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan
surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 32

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai
kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak,
sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

c. Laporan sebagaimana dimaksud huruf b memuat jenis,
jumlah peralihan dan pembayaran BPHTB.

(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan sanksi administratif berupa:

a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1); dan/atau

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara
wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak,
sebelum menandatangani risalah lelang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

c. Laporan sebagaimana dimaksud huruf b memuat jenis,
jumlah peralihan hak dan pembayaran BPHTB.

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayalt (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Pasal 33

(1) Kepala kantor yang membidangi pertanahan hanya dapat
melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran
peralilhan hak atas tanah setelah Wajib Pajak
menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(2) Kepala kantor yang membidangi pertanahan yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:

a. Kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD
BPHTB dengan NOPD yang tercantum:

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya;
dan
2. pada basis data PBB-P2.

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi
per meter persegi pada basis data PBB-P2;

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP
Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai
perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak,
tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB
terutang atau yang harus dibayar;

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk
besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.

f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang
dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk
kriteria pengecualian objek BPHTB bagi Masyarakat
berpenghasilan rendah.

(2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan
hibah wasiat.

(3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat
berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama
dengan kriteria tertentu.

(4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:

a. rumah umum dan satuan rumah susun yang
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

b. besaran penghasilan sebagaimana huruf a yaitu
paling banyak sebesar UMK (Upah Minimum
Kabupaten) bagi yang tidak/belum menikah dan UMK
plus Rpl1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi yang
sudah menikah;



¢. Luas lantai paling luas 36 m? (tiga puluh enam meter
persegi);

d. Luas Tanah antara 60 m? sampai dengan 80 m?;

e. Penghasilan orang pribadi yang tidak /belum menikah
sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan
seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji,
upah dan/atau hasil usaha sendiri; dan

f. Penghasilan Orang Pribadi yang menikah sebagaimana
dimaksud pada huruf b merupakan seluruh pendapatan
bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan atau/hasil
usaha gabungan suami istri.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang
disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib
Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Kelima
PBJT

Pasal 35

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau
konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a. makanan dan/atau minuman;

b. tenaga listrik;

c. jasa perhotelan;

d. jasa parkir; dan

e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 36

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau
Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a
meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan

oleh:

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan
penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja,
kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1.

3.

proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah
jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian
berdasarkan pesanan;

penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan
dan berbeda dengan Ilokasi dimana proses
pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan
dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau
Minuman:
a.dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00

(tiga juta rupiah) per bulan;
b.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak



semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman;
atau

d.disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha
utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu
pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 37
(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh

pengguna akhir.

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah
pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara
lainnya;

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan
oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing
berdasarkan asas timbal balik;

c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti
jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang
sejenis; dan

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin darn
instansi teknis terkait.

Pasal 38
(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf ¢ meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas
penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan
pada penyedia jasa perhotelan seperti:
hotel;
hostel;
vila;
pondok wisata;
motel;
losmen,
wisma pariwisata;
. pesanggrahan,;
rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage,
tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
dan
k. glamping.
(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh
pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat,
panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya
yang sejenis;
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c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan
keagamaan;

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan dihotel.

Pasal 39
(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d
meliputi:

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
dan/atau

b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh
pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh
perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya
sendiri; dan

c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas
timbal balik.

Pasal 40

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf e meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual
lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu
lokasi tertentu;
pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana,;
kontes kecantikan;
kontes binaraga;
pameran;
pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

. permainan ketangkasan;

1. olahraga permainan dengan menggunakan
tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan
untuk olahraga dan kebugaran;

J- rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana
pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana
permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun
binatang;

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi

uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa
Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut

bayaran; dan/atau
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b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut
bayaran.

Pasal 41
(1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
(2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi
barang dan jasa tertentu.

Pasal 42

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang
dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu,
meliputi:

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia
Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas
Makanan dan/atau Minuman;

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan
untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau
penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia
layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa
Parkir; dan

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara
Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian
dan hiburan.

(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung
berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang
berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 43

(1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:

a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan
pembayaran; dan

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga
listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung
berdasarkan:

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan
biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam
rekening listrik, untuk pascabayar; dan

b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga
listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :

a. kapasitas tersedia;



b.
G

tingkat penggunaan listrik;
jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan
listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan
untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan
penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik
untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau
diserahkan.

Pasal 44

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
meliputi:
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makanan dan/atau minuman;
tenaga listrik;

jasa perhotelan;

jasa parkir; dan

jasa kesenian dan hiburan.

(2) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:

a.

o
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tontonan film atau bentuk tontonan audio visual
lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu
lokasi tertentu, sebesar 10% (sepuluh persen);
pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana,
sebesar 10% (sepuluh persen);

kontes kecantikan, sebesar 10% (sepuluh persen);
kontes binaraga, sebesar 10% (sepuluh persen);
pameran, sebesar 10% (sepuluh persen);

pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap, sebesar 10%
(sepuluh persen);

pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor,
sebesar 10% (sepuluh persen);

permainan ketangkasan, sebesar 10% (sepuluh persen);
olahraga permainan dengan menggunakan
tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan
untuk olahraga dan kebugaran, sebesar 10% (sepuluh
persen);

rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana
pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana
permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun
binatang, sebesar 10% (sepuluh persen);

panti pijat dan pijat refleksi, sebesar 10% (sepuluh
persen);

khusus tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi
uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

a.

konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan
sebesar 3% (tiga persen); dan



b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri,
ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 45
(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44.

(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau
Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau
Minuman;

b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk
PBJT atas Tenaga Listrik;

c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk
PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat
parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. pembayaran/penyerahan atas jasa Kkesenian dan
hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau
konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keenam
Pajak Reklame

Pasal 46
(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan
Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;

b. Reklame kain;

. Reklame melekat/stiker;

. Reklame selebaran;

. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan,;
Reklame udara;

. Reklame apung;

. Reklame film/ slide; dan

i. Reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi,
radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan
sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan
dari produk sejenis lainnya;

c. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau
Pemerintah Daerah;
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d. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan
politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai
dengan iklan komersial; dan

e.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang
melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat
usaha atau profesi dengan Jenis Reklame bersinar dan
tidak bersinar yang berukuran kurang dari 0,50 m? (nol
koma lima puluh meter persegi) dengan bentuk kotak,
silinder, kerucut, lingkaran, dan sejenisnya.

Pasal 47
(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan
yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 48

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa
Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga,
nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang
digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka
waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media
Reklame.

(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak
wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan
menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

(5) Perhitungan nilai Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dalam lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 49
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima
persen).

Pasal 50

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan
tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49.

(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat
terjadinya penyelenggaraan reklame.



(3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan
reklame.

(4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan
Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah
tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Ketujuh
PAT

Pasal 51
(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air

Tanah.

(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan
untuk:

keperluan dasar rumah tangga;

pengairan pertanian rakyat;

perikanan rakyat;

peternakan rakyat; dan

keperluan keagamaan.
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Pasal 52
(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.
(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah.

Pasal 53

(1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air
Tanah.

(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku
dengan bobot Air Tanah.

(3) Harga air baku  ditetapkan berdasarkan biaya
pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang
didasarkan atas faktor-faktor berikut:

jenis sumber air;

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

kualitas air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh

pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada nilai perolehan air tanah
yang ditetapkan oleh Gubernur.

Mo oae op



Pasal 54
Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 55

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54.

(2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan
wilayah  Daerah  tempat  pengambilan  dan/atau
pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedelapan
Pajak MBLB

Pasal 56
(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB
yang meliputi:
asbes;
batu tulis;
batu setengah permata;
batu kapur,
batu apung;
batu permata;
bentonit;
dolomit;
feldspar;
garam batu (halite);
grafit;
granit/andesit;
gips;
kalsit;
kaolin;
leusit;
magnesit;
mika;
marmer;
nitrat;
obsidian;
oker;
pasir dan kerikil;
pasir kuarsa;
perlit;
fosfat;
talk;
. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatom;
dd. tanah liat;
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tawas (alum);

tras;

yarosit;

. zeolit;

basal;

trakhit;

belerang;

MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi
pengambilan MBLB:

a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak
diperjualbelikan /dipindahtangankan; dan

b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon,
penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang
tidak mengubah fungsi permukaan tanah.
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Pasal 57
(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang
mengambil MBLB.
(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang
mengambil MBLB.

Pasal 58

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil
pengambilan MBLB.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB
dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis
MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah
Daerah.

(4) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan MBLB di mulut tambang.

(5) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang
merupakan wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.

(6) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan
mineral dan batu bara.

Pasal 59
Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 60
(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dengan



tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan MBLB di mulut tambang.

(3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 61
Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 62

(1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.

(2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

(3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah
Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut
PKB.

(4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan
pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 63
Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 64
Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam
persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 65

(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64.

(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat
terutangnya PKB.

(3) Wilayah  pemungutan Opsen PKB yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor
terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 66
Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 67
(1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak
BBNKB.
(2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak
BBNKB.



(3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah
Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut
BBNKB.

(4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan
pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68
Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB
terutang.

Pasal 69
Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh
enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 70

(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 dengan tarif
sebagaimana dimaksud pada Pasal 69.

(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat
terutangnya BBNKB.

(3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang
merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor
terdaftar.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 71

(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati wajib mendaftarkan diri dan/atau objek
Pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk
dengan menggunakan:

a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan
huruf e dan

b. SPOP untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S ayat (1) huruf a.

(2) Wajib pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan
diri dan/atau objek Pajaknya kepada BPKPD.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang
diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.



(4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor
registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan
pendaftaran objek pajak.

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang
pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan
dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan untuk wajib pajak penyedia Tenaga Listrik
yang berstatus badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerah.

(8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala BPKPD atau
pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 72
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan
Wajib Pajak dan objek Pajak wuntuk memperoleh,
melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak
dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek
Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
(2) Khusus untuk PKB, PAB, dan PBB-P2, pendataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama,
kedua, dan seterusnya, untuk PKB;
b. seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai
dalam wilayah provinsi, untuk PAB; dan
c. seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah
kabupaten/kota, untuk PBB-P2.

Pasal 73

(1) Kepala BPKPD atau Pejabat yang ditunjuk dapat
melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD,
nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain
yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar
permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD atau
Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan
diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,
NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan



secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa
keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua
Pembukuan

Pasal 74

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan
secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan
ketentuan:

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan wusaha dengan
peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan; dan

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan
peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun
dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan.

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan
dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan
keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data
penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat
digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil
pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara
elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima)
tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal
Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib
Pajak Badan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 75
(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.



(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per
jenis Pajak dalam satu masa Pajak.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan
dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai
SPTPD.

(6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya
pembayaran.

Pasal 76

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak
untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan
atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam
SPTPD.

(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati
menetapkan  jangka ~ waktu  penyampaian  SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima
belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

(4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 77

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan
SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1)
dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah
untuk setiap SPTPD.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami
keadaan kahar (force majeure).

Pasal 78

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan
SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan  tertulis  sepanjang belum  dilakukan
Pemeriksaan.

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus
disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum
kedaluwarsa penetapan.



(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD
dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang
kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan.

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 79

(1) Kepala BPKPD atau Pejabat yang ditunjuk melakukan
Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1).

(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. kesesualan batas akhir pembayaran dan/atau
penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

¢. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau
administrasi lainnya.

(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat
Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan
jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu
persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar,
dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya
masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian
informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.



Paragraf 3
Penetapan Besaran Pajak

Pasal 80

(1) Kepala BPKPD atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan
Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a
dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Kepala
BPKPD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak
terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh
atau dimiliki.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan
lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari
jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran
objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD atau
Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang
dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama
S (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

(6) Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua
belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat
pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(7) Opsen PKB yang karena keadaan kahar (force majeure)
sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak
sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan
pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi
jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 81
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2
terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 71 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan

SKPD PBB-P2 dalam hal:

a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah
Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam
surat teguran; dan/atau



b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah
PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2
yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh
Wajib Pajak.

Paragraf 4
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 82

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran
Pajak yang terutang dengan menggunakan SPPT dan
SSPD.

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem
pembayaran berbasis elektronik.

(4) Dalam hasl sistem pembayaran berbasis elektronik belum
tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat
dilakukan melalui pembayaran tunai.

(5) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 pada tanggal 30
September.

(6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ¢ dan ayat
(2) paling lama 30 hari sejak tanggal penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3).

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor
tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan
ditagih dengan menggunakan STPD.

(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor
tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), NOP dan atau SPPT bisa di blokir.

(9) Wajib Pajak masih bisa membayar atas piutang PBB-P2
untuk NOP dan atau SPPT yang diblokir.

(10) NOP dan atau SPPT yang diblokir tetap bisa dicetak dan
pada SPPT dicantumkan kalimat yang menerangkan
bahwa NOP dan atau SPPT diblokir.

(11) NOP dan atau SPPT yang diblokir tidak bisa digunakan
untuk proses input BPHTB online.

(12) Blokir NOP dan atau SPPT otomatis terbuka jika semua
piutang PBB-P2 telah dilunasi.

(13) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a

dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

(14) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian
pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual
beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib
Pajak mengajukan  permohonan  pengembalian
kelebihan pembayaran BPHTB; atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak
melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(15) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (13) dan ayat (14) huruf b paling
lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual
beli.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pajak

Pasal 83

(1) Kepala BPKPD atau Pejabat yang ditunjuk berwenang
melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dan tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Pajak.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi
kelebihan pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang
menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan
berdasarkan analisis risiko.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:

pemberian NPWPD secara jabatan;

penghapusan NPWPD;

penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau
pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan
Pemeriksaan.

poop

Pasal 84
(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa
meliputi:



a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan
dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak
yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling
sedikit:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan
kepada pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan
penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen  hasil Pemeriksaan  serta
memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil
Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Kkewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak
terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kelima
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 85

(1) Dalam jangka waktu paling lama S5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan
SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar
berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

83; atau

b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam
jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis
namun tidak disampaikan pada  waktunya
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) atau Pasal 84
ayat (1).

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang
semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan
Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam
rangka penerbitan SKPDKBT.



(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit Pajak.

Pasal 86
Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 terdapat kelebihan pembayaran
Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan
SKPDLB.

Pasal 87

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8%
(satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang
kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat
terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma
dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau
terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak
atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan
sanksi administratif berupa:

a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok
Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b;
atau

b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak
selain yang dimaksud pada huruf a.

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang
terutang dalam SKPDKBT.

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan.



Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 88

(1) Dalam jangka waktu paling lama S (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
dapat menerbitkan STPD.

(2) Kepala BPKPD atau Pejabat yang ditunjuk dapat
menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

(3) Kepala BPKPD atau Pejabat yang ditunjuk dapat
menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b. hasil  Penelitian SPTPD  terdapat  kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung,
atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang
tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran; atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa
pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan
pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1%
(satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan.

(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan.



Bagian Keenam
Penagihan Pajak

Pasal 89

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau
pelunasan, dapat dilakukan himbauan.

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo
pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai perpajakan.

Pasal 90

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) Bupati berwenang
menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:

Surat Teguran,;

surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

Surat Paksa;

surat perintah melaksanakan penyitaan;

surat perintah penyanderaan;

surat pencabutan sita;

pengumuman lelang;

surat penentuan harga limit;

pembatalan lelang; dan

0. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan
Penagihan Pajak.

(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 91

(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 ayat (3) dapat diawali dengan penerbitan Surat
Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh
Penanggung Pajak.

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang
Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat
Tagihan dan objek pajak dapat dipasangi stiker, papan
nama, spanduk atau sejenisnya yang menerangkan
bahwa wajib pajak masih mempunyai Utang Pajak yang



4)

(9)

(6)

(7)

(8)

()

(10)

(11)

(12)

(13)

belum dibayar.

Stiker, papan nama, spanduk atau sejenisnya

sebagaimana pada ayat (3) bisa dipasang untuk semua

jenis pajak daerah.

Pemasangan stiker sebagaimana pada ayat (3) untuk jenis

Pajak PBB-P2 diatur sebagai berikut :

a. PBB-P2 Jenis Buku I sampai Jenis Buku III dilakukan
oleh Aparat Pelaksana Pemungutan PBB tingkat
Kecamatan dan atau Aparat Pelaksana Pemungutan
PBB tingkat Desa;dan

b. PBB-P2 Jenis Buku IV sampai Jenis Buku V dilakukan
oleh Aparat Pelaksana Pemungutan PBB tingkat
Kabupaten.

Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui

untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak,

atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda
pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dilakukan

setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa
tanpa didahului Surat Teguran.

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak

kepada Penanggung Pajak.

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang

Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali

dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diterbitkan surat
perintah melaksanakan penyitaan.

Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak

setelah  dilaksanakan  penyitaan  tidak  dilunasi

berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2)

berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui

kantor lelang terhadap barang yang disita.

Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah

jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak

pengumuman lelang.

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat

(11), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka

waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan

penyitaan.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk

membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk

membayar Utang Pajak yang belum dibayar.



Pasal 92

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan

Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan

Sekaligus apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang
dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan
atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang
dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan
membubarkan badan usahanya, menggabungkan
usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan vyang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak
ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 93

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap
Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik
melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan
besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan
dan/atau penyanderaan.

(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung
Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau
terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3) Pencegahan  dan/atau  penyanderaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 94

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 50
ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 65
ayat (2), Pasal 70 ayat (2) kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan
saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1), jangka waktu
5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Teguran dan/atau Surat Paksa.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Pajak.

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedelapan
Keberatan, Banding, dan Gugatan
Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 95
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati

atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan
atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak
vang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan
Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan
atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:

a. bencana alam;
b. kebakaran;
¢. kerusuhan massal atau huru-hara;



d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak
dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman
tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda
penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda
bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka
waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar
pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan
Keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).

Pasal 96

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat
melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
ayat (7).

(4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas
keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang
terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan
Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam
surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam
hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih



besar dari Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh
Wajib Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi
suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap diterima.

Pasal 97

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif
berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding

Pasal 98

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan
Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3)
paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan
dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan
dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 99
(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih



dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (Tiga puluh
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3)
tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 3
Gugatan

Pasal 100
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan
penyitaan, atau pengumuman lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan
perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 95 ayat (1)
dan Pasal 96; dan

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan
Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke
badan peradilan pajak.

Bagian Kesembilan
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau
Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak
dan/atau Sanksinya
Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 101

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi,
Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku
usaha dan Wajib Pajak.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau
penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan
secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak;



b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya
yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain
yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro
dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

e. untuk mendukung Kkebijakan Pemerintah dalam
mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan
kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan
dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib
Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak
terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di
daerah yang bersangkutan; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha
mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan
ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di
bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan
prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana
pembangunan jangka menengah daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka
percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Paragraf 2
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
BPHTB

Pasal 102
Bupati atau pejabat berwenang berdasarkan permohonan
wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan
pajak dalam hal:
a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya
dengan obyek pajak yaitu:
1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru
melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan
tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi diberikan



sebesar 75 %:;

2. Wajib Pajak Badan yang mempunyai hak baru selain
Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/ atau
bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun
yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak
dan keterangan dari Pejabat Daerah diberikan sebesar
90 % (lima puluh persen);

3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas
tanah dan/atau bangunan Rumah Susun Sederhana
serta Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung
dari pengembangan dan dibayar secara angsuran
diberikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);

4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima waris dan
hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah sebesar 50 %
(lima puluh persen).

. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-

sebab tertentu yaitu:

1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui
pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai
ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak sebesar
50 % (lima puluh persen);

2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai
pengganti atas tanah dibebaskan oleh pemerintah untuk
kepentingan umum sebesar 50 % (lima puluh persen);

3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi
dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan
perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus
melakukan restrukturisasi usaha dan/ atau utang
usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah sebesar
50 % (lima puluh persen);

4. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan
usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi)
dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan
likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan
penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan
atau peleburan usaha sebesar 50 % (lima puluh persen);

5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau
bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula
disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya
seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi,
gunung meletus, dan huru hara yang terjadi dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
penandatanganan akta sebesar 50 % (lima puluh
persen);

6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, PNS, TNI, Polri,
pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan
POLRI, atau janda/dudanya, yang memperoleh hak atas
tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah



sebesar 50 % (lima puluh persen); dan

7. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk
kepentingan sosial atau Pendidikan yang semata-mata
tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk
panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah
yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit
swasta milik institusi pelayanan sosial Masyarakat
diberikan maksimal sebesar 100 % (seratus persen).

Paragraf 3
Pemberian Keringanan, Pengurangan PBB

Pasal 103

(1) Pengurangan dapat diberikan kepada wajib pajak:

a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada
hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena
sebab tertentu lainnya;

b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab
lain yang luar biasa.

(2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya
dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
untuk:

a. Wajib pajak orang pribadi meliputi:

1. objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi
veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela
kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya,
atau janda/dudanya;

2. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/
perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas
yang wajib pajak-nya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah;

3. objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang
penghasilannya berasal dari pensiunan, sehingga
kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi;

4. objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-
nya sulit dipenuhi; dan/atau

5. objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak per
meter perseginya meningkat akibat perubahan
lingkungan dan dampak positif pembangunan;

b. Wajib Pajak badan meliputi:

Objek pajak yang wajib pajak-nya badan yang

mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun

pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenubhi
kewajiban rutin.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara




lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit
tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 104

Besarnya pengurangan yang diberikan:

a. Sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2
yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a angka 2,
angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, dan Pasal 103
ayat (2) huruf b;

b. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari
PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a
angka 1; atau

c. Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2
atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 103 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 105

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103
diberikan kepada wajib pajak atas PBB-P2 yang terutang
yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD.

(2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD,
dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.

(3) SPPT, SKPD, dan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat
dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 106

(1) Pengurangan diberikan atas permohonan wajib pajak yang
diajukan secara:

a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang
tercantum dalam SPPT, SKPD, dan STPD PBB-P2; atau

b. kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum
dalam SPPT.

(2) Permohonan  pengurangan yang diajukan  secara
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat
(1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD,
dan STPD PBB-P2;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang
dimohon disertai alasan yang jelas;

c. diajukan kepada Kepala BPKPD;

d. Surat permohonan dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD



dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan,

e. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan
wajib pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat
kuasa khusus, untuk wajib pajak badan atau wajib
pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang
lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat
kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB-
P2 yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah).

f. diajukan dalam jangka waktu:

1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
SKPD dan STPD PBB-P2 atau sejak tanggal
diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;

2. paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
pengiriman SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana
alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang
luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak
sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan
pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD, dan
STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau
dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat
keputusan keberatan dan atas surat keputusan
keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

(3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus
memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak
yang sama;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang
dimohon disertai alasan yang jelas;

c. diajukan kepada Kepala BPKPD melalui:

1. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)
setempat atau pengurus organisasi lainnya yang
terkait;

2. Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3.

d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;

e. diajukan dalam jangka waktu:

1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
SPPT;



2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya
bencana alam; atau

3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya
sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib
pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus
organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah,
dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu
tersebut tidak, dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya;

f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak
sebelumnya atas objek pajak vyang dimohonkan
pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan
pengurangan.

Pasal 107

(1) Permohonan pengurangan secara perseorangan dan
kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 dianggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala BPKPD atas nama Bupati dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal
permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan
secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada wajib
pajak, Pengurus LVRI, atau pengurus organisasi terkait.

Pasal 108
(1) Kepala BPKPD atas nama Bupati dapat menolak atau
mengabulkan permohonan pengurangan secara

perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

(2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Kepala BPKPD harus
memberikan jawaban atas permohonan pengurangan
secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan telah lewat, maka
permohonan dianggap dikabulkan.

Paragraf 4
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 109
(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah
kepada Wajib Pajak, berupa:
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau
pelaporan Pajak; dan/atau
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan



(4)

)

(6)

(7)

(8)

)

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan
kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban Pajak pada waktunya.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam
keputusan Bupati.
Pemberian  fasilitas angsuran atau  penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas
atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak
tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada
waktunya.

Pemberian  fasilitas angsuran atau  penundaan

pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang

ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan

pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak
dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak
dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan
yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a

dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24

(dua puluh empat) bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan

pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar

0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak

yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (4) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.



Paragraf 5
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 110
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan

pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau

kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan
tersebut dengan  melakukan  penelitian terhadap
permohonan Wajib Pajak.

(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta
data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
surat permohonan pembetulan diterima.

(6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) berisi keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan
membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat
berupa menambahkan, mengurangkan, atau
menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan
kenaikan Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan  hasil
Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak  yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata
cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Kesepuluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 111
(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian atau

pemindahbukuan kepada Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk.



(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu Utang Pajak lainnya.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
atau SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol
koma enam persen) per bulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kedua Belas
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Yang Sudah Kedaluwarsa

Pasal 112

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dilakukan penghapusan,;

(2) piutang pajak yang dapat dihapuskan merupakan piutang
pajak yang tercantum dalam:

a. SPPT;

b. SKPD;

c. SKPDKB, atau

d. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan
keberatan, dan putusan banding.

(3) Penghapusan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat
atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak dari:
a.wajib pajak yang meninggal dunia dengan tidak

meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli
waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang
dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan
surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak
yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan



harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari
pejabat yang berwenang;

b. wajib pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi,
dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang
berwenang yang menyatakan bahwa wajib pajak
memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta
kekayaan lagi;

c. wajib pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa;

d. wajib pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab
lain, misalnya wajib pajak tidak dapat ditemukan,
dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi
disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan
seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan
cuaca atau hewan dan sebab lain;

e. wajib pajak badan yang telah selesai proses pailitnya;

f. objek pajaknya tidak ada.

(4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau
tidak mungkin lagi ditagih sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan b, dilakukan penelitian setempat atau
penelitian administrasi dan hasilnya dituangkan dalam
laporan hasil penelitian.

Bagian Ketiga Belas
Opsen
Paragraf 1
Pemungutan

Pasal 113

(1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:

a. PKB;
b. BBNKB; dan
c. Pajak MBLB.

(2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama,
nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik
Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.

(3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak
sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar
pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
dan Pasal 70.

(4) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

(5) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB
dan BBNKB.



Paragraf 2
Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 114

(1) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar
Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) SKPD dan SSPD dapat berupa dokumen penetapan dan
pembayaran sebagaimana diatur dalam  peraturan
perundang-undangan mengenai sistem  administrasi
manunggal satu atap kendaraan bermotor.

(3) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB ke kas Daerah
dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan
BBNKB ke kas Daerah provinsi.

Bagian Keempat Belas
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
dan Pemanfaatan Data
Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 115
(1) Dalam wupaya mengoptimalkan penerimaan Pajak,

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama

optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:

a. Pemerintah;

b. pemerintah daerah lain; dan/atau

c. pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau
informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau
informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan program atau Kkegiatan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang
perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang
perpajakan;

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur
atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;

f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga;
dan

g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk
dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling
menguntungkan.

(3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan



Pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi
bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.

(4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan
pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ sampai dengan huruf g.

Pasal 116

(1) Pemerintah Daerah dapat:

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang
dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1);
dan

b. menerima penawaran kerja sama dari pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat
(2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau
dokumen lain yang disepakati para pihak.

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja
sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.

(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

subjek kerja sama;

maksud dan tujuan;

ruang lingkup;

hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;

jangka waktu perjanjian;

sumber pembiayaan;

penyelesaian perselisihan;

. sanksi;

korespondensi; dan

perubahan.

- N -

Paragraf 2
Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam
Pemungutan Pajak

Pasal 117

(1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah
Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada
pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang
digunakan untuk transaksi perdagangan.

(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan
orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki
peredaran usaha.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI SRAGEN,
ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ttd+cap

HARGIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 35

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
/. Kepala Bagian Hukum

Dr.PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19700822 199803 1007




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

No.Formulic | | |[ [ T [ JL T 11

Selaim yvang diizi oleh Petogas (hagian yang diarsir),
diisi oleh Wajit Pajak
Ben tanda silang pada kelom yang sesuai

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUTANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SRAGEN

I JENIS TRANSAKST [ | 1.PerckamanDan | | 2. PemumkhimnData | | 3. Penghapusan Data

PR DTIl_ KEC KELDES BLOK _ NOURUT _ KODE
2. NOP ERENIEENIEENIEEEIEEEEIn
3. NOP BERSAMA ENjENIEEEIEENIEEEIEEEEIE

Al INFORMAS] TAMBAHAN UNTUK DATA BARL

4 NOP ASAL LI T LTI T ]

5. NO SPPT LAMA (TT1T1]

b, MAMA IALAN

EEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREEEEEE

B KELURAHAN /DESA

B. DATA LETAK OBIEK FAJAK

HEEEEEEEEEEEEEENEEEENERER ([ [T

C.MATA SUBJEK PAJAK

1. STATUS D 1. Pemilik |:| 2, Penyews |:| 3, Pengelola |:| 4, Pemakai |:| 5. Sengketn
12 PEKERIAAN [ ] 1.PNS®) [] 2 aBri*) [ ] 3 Pensivnan*) [ ] 4. Badan [] 5 Lainnya
13, NAMA SUBJEK PAJAK 14. NPWP
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

15. NAMA JALAN 16. BLOK / KAV / NOMOR
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREEEEEEEEEEEER

17. KELURAHAN/DESA 1. RW 19, RT
HEEREEEEREREEREREEEEEREERE L Ll

), KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS

HEEEEEEREEEEREEEEEEEEREREEEEER

21 NOMOR KTP

AEEEEEEEEEEEEERREEEEEEEEN

ruastanad | | [T ][] 3. ZONANILAITANAH | | |
(M2}

24 JENISTANAH [ | LTanah+ [ ] 2 Kaviing [] 2 Tanah [] 4. Fasititas

Bangunan Siap Bangun Kosong Kosong

Catatan: *) yvang penghasilannya semata-mata berasal dan gaji atan uang pensiunan

dilanjutkan dihalaman berikwinya




E. DATA BANGUNAN

25 JUMLAH BANGUNAN EDD

F. FERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Sava menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulic ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengloap
menurut keadaan yvang sebenamya, sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Perda Kabupaten Sragen No. 10 Tahun 2012,

26, NAMA SUBJEK PAJARS 27, TANGGAL I8, TANDA TANGAN
KUASANYA

Dralam hal bertindak selakw kuasa, Sural Kuasa barap dilampirkan
Dralarn hal Subjek Fajak mendaflarkan semdin Objek Pagak, supava menggambarkan Sket'Daerab Lokasi (hjek Fajak
Balas wakiu pengambahian SPOP 30 (tga puluh) han sgjak diterima aleh Subgek Pajak sesism Pasal Yayan (2) UL Moo 12 Tabun 1985

G, IDENTITAS PENDATA/FEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PETABAT YANG BERWENANG
20, TANGGAL(TGLBLNTHN) [ | o] | /| || | 20 Tamcear roumowrawy | | [ ] el | |
30, TANDA TANGAN 30, TANDA TANGAN
31, NAMA JELAS 31, NAMA JELAS
12, NIP LI fazme LT

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

“onioh Penggambaran

KETERAMNGAN :

= Ciambarkan sket/ denah lokasi objek pajak
(tanpa skala), yang dibubungkan dengan jalan myal

Julan protoked, julan lingkungan dan lain-lxin, yang

mudah diketabwi oleh umum. JI. Kerinci

Kamo Ali

- Bebutkan batas-batos pemilikan sebelah utarn,

Selatan, timur dan barat Saich

Burhan




LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK (LSPOP)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No.formutir | | J] [ ] [J] 1]

l. Perekaman Data

1. JENIS TRANSAKSI
4. Penilaian individual

|:| 2. Pemutakhiran Data

D 3. Pemutakhiran Data

2. NOP

PR DI [l KEC KELDES BLOK NO.URUT KODE

ENEE|EEEEEEREEEREEEERE

A, RINCIAN DATA BANGLMNAN

3 JUMLAH BNG

4. BANGUNAN KE

5. INS PENGGUMAAMN 1. Perumahamn

BAMGUNAN

|:| 2. Perkantoran Swasta

[ ] 4 Toka/Apotik/PasarRuko [ ] 5. Rumah sakit/Klinik
D 7. Hotel"'Wisma
|:| 11.Bng Tiduk Kena Pojak

|:| 14. Pompa Bensin

|:| 10. Lain-lain

D 13. Aparicmen

D 16.Gedung Sekaolah

|:| 3. Pabrik

[] & Olah Raga/Rekreasi

|:| 3. Benghel/Gudang/Pertanian |:| 9, Gedung Pemerintah

|:| 12. Bangunan Parkir
|:| 15. Tanki Mimyak

G LUAS BANGUMNAN

(M)
8. THN DIBAMNGUN

T.JUMLAH LANTAI

HERERENEE
[([11]

[L]

9. THN DIREMOVASI
10, DAYA LISTRIK

TeRPasanG (watty [ [ [ [T [1]]

11. KONDISI PADA

UBMIIBINYA [] 1. sanga [] 2. Baik [] 3. sedang [] 4. setek
Baik
12. KONSTRUKSI
|:| 1. Baja |:| 2. Beton |:| 3. Batu Bata D 4. Kayu
13. ATAP 1. Decrabon/ 2. Gitg Beton/ 3. Gt Biasa/ ] []5-5e0g
Bewon/ Alurmuiium Sirap 4. Asbes
Gitg Gilazur
14, DHMEHNG 2, Beton
D 1. Kacal |:| |:| 3. Batu Batal D 4. Kayu |:| 5. Seng
Alumunium Comblok
15. LANTAI 2. Reramnik
D 1. Marmeer |:| 3. Teraso |:| 4. Ubin PC/ D S Semen
16, LANGIT-LANGIT Pupan
D 1. Akustik! |:| 2 Triplek! Ashes 3. Tidak Ada

Jati Bambu
B. FASILITAS

17.JUuMLAHAC [ ] Spli [ ] window | 18 AC Sentral []1 Ada []2 Tak Ada
19, LITAS EOLAM M0, LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
RENANG (M2) |:| .. Driplester I:l 2. Dengan Ringan Berat
Pelapis Sedan Drengan penutup
g [L[]]pem
2L JUMLAH DhGM LAMPL THPLAMPLU | 22, JUMLAH LIFT 23, JUMLAH TANGGA
LAPANGAN Beton D:l Penumpang BERJALAN
TENIS A.spall... [ ] Kapsul Lbr < 0,80 M 0]
Tonih Lint!
B =
Ruttpu D] arang Lbr = 0,80 b DD
24, PANJANG PAGAR D:D] 25. PEMADAM H 1. Hydrant H 1. Ada 1. Tidak Ada
(M) - KEBAKARAN L2 sprinkler L2 Ada LJ2. Tidak Ada
BAHAN PAGAR [] 1BajaBesi [] 2 Baw 3. Fire Al 3.Ada L3 Tidak Ada
Batako

1T, KEDALAMAN SUMLIR
ARTESIS (M)

26, JIML SALURAMN D:I:l:[

PES.PABXA

[LIT]




C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB =38

[0 PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)
28. TINGGI KOLOM (M) [ ] ] 29, LEBAR BENTANG (M) [ [ ]
30, DAYA DUKUNG 31, KELILING
LANTAI (Kg/M2) EEED DINDING (M) ED]:I = Lhnijia‘ > MEZZANINE D:Dj
D DATA TAMBAHAN UNTUK BANG N MNOMN STANDARD
[0 PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)
33. KELAS BANGUNAN 1. kelas1 [0 2 Kelas2 O3 Kelas3 [0 4 Kelas4
O TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)
34 KELAS BANGUNAN [] 1. kelas] [] 2.Kelas2  [] 3. Kelas 3
[] RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=3)
35. KELAS BANGUNAN [ 1. kelas 1 [1 2. Kelas 2 3 Kelas3 [] 4 Kelas4
36. LUAS KMR DNG 37. LS RUANG LAIN DNG
AC SENTRAL (M2) (LI} AC SENTRAL (M2) D:EED
|:| OLAHRAGA ! REKREASI (JPB=6)
35. KELAS BANGUNAN [ 1. Kelas1 [J2 Kelas?
[J HOTEL / WISMA. (JPB=T)

39. JENIS HOTEL [] NOM - Resori [] 2. Resont
40, JML BINTANG U Bintang 5 [ 2. Bintang4 [J 3. Bintang 3 [] 4. Bintang 1-2 ] 5 Non
Bintang
41 JUMLAH KAMAR | | |1. LUAS KMR DNG | | | | 3. LS RUANG LAIN DNG | | |
AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)

[0 BANGUNAN PARKIR (IPB=12)
44. TIPE BANGUNAN  [7] Tipe 4 [] Tipe 3 [ ] Tipe2 [] Tipe 1
[0 APARTEMEN (JPB=13)
45. KELAS BANGUNAN [J1.Kelas1 [J 2. Kelas2 []3.Kelas3 [] 4 Kelas4

46, IML APARTEMEN DE 41.LUASAPFTDNG [T T[] 48.LSRUANGLAINDNG [TTT11]

AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2}
O TANGKI MINYAK {(JPB=15)

49, KAPASITAS TANGKI 0. LETAK TANGKI 1. D Atas 2, Di Bawah
o) LLITT] el Bt

U] GEDUNG SEKOLAH (JPB=186)
51, KELAS BANGUNAN [J 1. Kelas1 [1]2 Kelas2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL {(x1000Rp)
saNmalsistem [T TTTTTTTT] S3NILAIINDIVIDUAL [T T T [ [T [ 1]

F. IDENTITAS PENDATA ! PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
sataLKuNIUNG [ [ [T [ 1]
KEMBALI
55, TGLPENDATAAN [ [ /[ T[] 59, TGL PENELITIAN [ [ /[T 1+ [ 1]
56. TANDA TANGAN 60. TANDA TANGAN
57. NAMA JELAS 61. NAMA JELAS
58, NIP [TTTTTTT] 62. NIP LITTTTTT

BUPATI SRAGEN,
ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

HARGA DASAR, TARIF PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN

PAJAK REKLAME KABUPATEN SRAGEN

L. TARIF HARGA DASAR
1. Tabel Penetapan Tarif Harga Dasar masing-masing jenis reklame di wilayah
Kabupaten Sragen :

a.

Reklame Board Per Tahun

NO JENIS REKLAME KONTRUKSI NON KONTRUKSI
1. | Bersinar Rp 150.000,- Rp 140.000,-
2. | Tidak Bersinar Rp 130.000,- Rp 110.000,-
3. | Multivision Rp 500.000,- Rp 250.000,-
4. | Megatron Rp 1.250.000,- Rp 620.000,-
Reklame Baliho
NO JENIS REKLAME BULANAN/M MINGGUAN/M
1. | Baliho Rp 60.000,- 50.000,-
Reklame Non Board
NO | JENIS REKLAME BULANAN MINGGUAN | KETERANGAN
1. | Kain / Spanduk
- Lebar 0,90 Rp 22.000,- | Rp 18.000,- | Per meter
- Lebar 1,15 Rp 25.000,- | Rp 20.000,- | Per meter
2. | Umbul-umbul
- Lebar 0,90 Rp 18.000,- | Per meter
- Lebar 1,15 Rp 20.000,- | Per meter
3. | Tempel
- Kertas Rp 2.500,- Luas < 200cm?
- Plastik Rp 5.000,- Luas < 200cm?
- Triplek Rp 7.500,-
- Seng Rp10.000,-
4. | Selebaran Rp 500,- | Luas < 125cm?
5. | Berjalan / Rp 100.000,-
Kendaraan
6. | Udara / Balon Rp 125.000,- | Per lingkaran
jari-jari <
25cm
7. | Suara Rp 12.500,- | Per komponen
1 unit iklan




II. TARIF PAJAK
1. Besarnya pajak terhutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25 %
(dua puluh lima persen) dengan nilai sewa reklame yaitu dihitung dengan
mengalikan nilai jual reklame dengan harga dasar pembuatan/pemasangan
masing-masing jenis reklame

2. Tarif Pajak Reklame Jalan Negara

Nilai Strategis Tarif Pajak Reklame
No Klas Tinggi Luas Index Konstruksi Non Konstruksi
Lokasi | Jalan SP (M) (M) Biasa Sinar Biasa Sinar
Negara (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 3 2 1 0-3 0-10 1.6 52,000 60,000 44,000 56,000
2 3 2 1 0-3 11-20 1.9 61,750 71,250 52,250 66,500
3 3 2 1 0-3 21-30 2.2 71,500 82,500 60,500 77,000
4 3 2 1 0-3 > 31 2.5 81,250 93,750 68,750 87,500
5 3 2 1 4-9 0-10 1.7 55,250 63,750 46,750 59,500
6 3 2 1 4-9 11-20 2 65,000 75,000 55,000 70,000
7 3 2 1 4-9 21-30 2.3 74,750 86,250 63,250 80,500
8 3 2 1 4-9 > 31 2.6 84,500 97,500 71,500 91,000
9 3 2 1 >=10 0-10 1.8 58,500 67,500 49,500 63,000
10 3 2 1 >=10 11-20 2.1 68,250 78,750 57,750 73,500
11 3 2 1 >=10 21-30 2.4 78,000 90,000 66,000 84,000
12 3 2 1 >=10 > 31 2.7 87,750 | 101,250 74,250 94,500
13 3 2 2 0-3 0-10 1.75 56,875 65,625 48,125 61,250
14 3 2 2 0-3 11-20 2.05 66,625 76,875 56,375 71,750
15 3 2 2 0-3 21-30 2.35 76,375 88,125 64,625 82,250
16 3 2 2 0-3 > 31 2.65 86,125 99,375 72,875 92,750
17 3 2 2 4-9 0-10 1.85 60,125 69,375 50,875 64,750
18 3 2 2 4-9 11-20 2.15 69,875 80,625 59,125 75,250
19 3 2 2 4-9 21-30 2.45 79,625 91,875 67,375 85,750
20 3 2 2 4-9 > 31 2.75 89,375 | 103,125 75,625 96,250
21 3 2 2 >=10 0-10 1.95 63,375 73,125 53,625 68,250
22 3 2 2 >=10 11-20 2.25 73,125 84,375 61,875 78,750
23 3 2 2 >=10 21-30 2.55 82,875 95,625 70,125 89,250
24 3 2 2 >=10 > 31 2.85 92,625 | 106,875 78,375 99,750
25 3 2 3 0-3 0-10 1.9 61,750 71,250 52,250 66,500
26 3 2 3 0-3 11-20 2.2 71,500 82,500 60,500 77,000
27 3 2 3 0-3 21-30 2.5 81,250 93,750 68,750 87,500
28 3 2 3 0-3 > 31 2.8 91,000 105,000 77,000 98,000
29 3 2 3 4-9 0-10 2 65,000 75,000 55,000 70,000
30 3 2 3 4-9 11-20 2.3 74,750 86,250 63,250 80,500
31 3 2 3 4-9 21-30 2.6 84,500 97,500 71,500 91,000
32 3 2 3 4-9 > 31 2.9 94,250 108,750 79,750 101,500
33 3 2 3 >=10 0-10 2.1 68,250 78,750 57,750 73,500
34 3 2 3 >=10 11-20 2.4 78,000 90,000 66,000 84,000
35 3 2 3 >=10 21-30 2.7 87,750 | 101,250 74,250 94,500
36 3 2 3 >=10 > 31 3 97,500 | 112,500 82,500 | 105,000
3. Tarif Pajak Jalan Kabupaten
Nilai Strategis Tarif Pajak Reklame
Klas Tinggi Luas Konstruksi Non Konstruksi
No . Index
Lokasi Jalan SP (M) (M) Biasa Sinar Biasa Sinar
Kabupaten (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 3 1 1 0-3 0-10 1.3 42,250 48,750 35,750 45,500
2 3 1 1 0-3 11-20 1.6 52,000 60,000 44,000 56,000
3 3 1 1 0-3 21-30 1.9 61,750 71,250 52,250 66,500
4 3 1 1 0-3 > 31 2.2 71,500 82,500 60,500 77,000
5 3 1 1 4-9 0-10 1.4 45,500 52,500 38,500 49,000
6 3 1 1 4-9 11-20 1.7 55,250 63,750 46,750 59,500
7 3 1 1 4-9 21-30 2 65,000 75,000 55,000 70,000
8 3 1 1 4-9 > 31 2.3 74,750 86,250 63,250 80,500
9 3 1 1 >=10 0-10 1.5 48,750 56,250 41,250 52,500
10 3 1 1 >=10 11-20 1.8 58,500 67,500 49,500 63,000
11 3 1 1 >=10 21-30 2.1 68,250 78,750 57,750 73,500
12 3 1 1 >=10 > 31 2.4 78,000 90,000 66,000 84,000
13 3 1 2 0-3 0-10 1.45 47,125 54,375 39,875 50,750
14 3 1 2 0-3 11-20 1.75 56,875 65,625 48,125 61,250
15 3 1 2 0-3 21-30 2.05 66,625 76,875 56,375 71,750
16 3 1 2 0-3 > 31 2.35 76,375 88,125 64,625 82,250
17 3 1 2 4-9 0-10 1.55 50,375 58,125 42,625 54,250
18 3 1 2 4-9 11-20 1.85 60,125 69,375 50,875 64,750




19 3 1 2 | 4-9 21-30 | 2.15 | 69,875 | 80,625 59,125 | 75,250
20 3 1 2 | 4-9 > 31 2.45 | 79,625 | 91,875 67,375 | 85,750
21 3 1 2 [ >=10 | o-10 1.65 | 53,625 | 61,875 45,375 | 57,750
22 3 1 2 [ >=10 | 1120 | 1.95 | 63375 | 73,125 53,625 | 68,250
23 3 1 2 [ >=10 | 21-30 | 2.25 | 73,125 | 84,375 61,875 | 78,750
24 3 1 2 [ >=10 > 31 2.55 | 82,875 | 95,625 70,125 | 89,250
25 3 1 3 | o-3 0-10 1.6 52,000 [ 60,000 44,000 | 56,000
26 3 1 3 | 0-3 11-20 1.9 61,750 | 71,250 52,250 | 66,500
27 3 1 3 | 0-3 21-30 | 22 71,500 | 82,500 60,500 | 77,000
28 3 1 3 | 0-3 > 31 2.5 81,250 | 93,750 68,750 | 87,500
29 3 1 3 | 4-9 0-10 1.7 55,250 | 63,750 46,750 | 59,500
30 3 1 3 | 4-9 11-20 2 65,000 | 75,000 55,000 | 70,000
31 3 1 3 | 4-9 21-30 | 23 74,750 | 86,250 63,250 | 80,500
32 3 1 3 | 4-9 > 31 2.6 84,500 | 97,500 71,500 | 91,000
33 3 1 3 [ >=10] o-10 1.8 58,500 | 67,500 49,500 | 63,000
34 3 1 3 [ >=10] 1120 | 21 68,250 | 78,750 57,750 | 73,500
35 3 1 3 [ >=10] 2130 | 24 78,000 | 90,000 66,000 | 84,000
36 3 1 3 [ >=10 > 31 2.7 87,750 | 101,250 74,250 | 94,500
III. TATA CARA PERHITUNGAN
1. Papan / Board (Konstruksi)
Lokasi perkantoran, dipasang di jalan negara, sudut pandang 1,

ketinggian > 10 m, bersinar, luas papan 32 m2, tahunan.

Perhitungan :
Indek =
= 045+0,6+0,75+0,3+ 1,2
= 2,7
Pajak = Indek x harga dasar x tarif pajak

= 2,7 x Rp. 150.000,- x 25 %

= Rp. 101.250,- per meter

2. Papan (Non Konstruksi)
Lokasi perdagangan,

Perhitungan :
Indek

1,6

Pajak

3. Baliho
Lokasi perdagangan,

dipasang di

dipasang di

jalan negara,
ketinggian O — 3 m, tidak bersinar, luas papan 1 m2, tahunan.

Indek x harga dasar x tarif pajak
1,6 x Rp. 110.000,- x 25 %
Rp. 44.000,- per meter

jalan negara,
ketinggian 0 - 3 m, luas 17,28 m2, bulanan.

(15%x3)+(30%x2)+(15%x1)+(10%x3)+(30% x 4)

sudut pandang 1,

(1%x3)+(30%x2)+(15%x1)+(10%x3)+(30%x 1)
0,45+ 0,6 + 0,15 + 0,1 + 0,3

sudut pandang 1,

Perhitungan :

Indek =(15%x3)+(30%x2)+(15%x1)+(10%x1)+(30%x?2)
=0,45+0,6+0,15+0,1+0,6
=19

Pajak = Indek x harga dasar x tarif pajak
= 1,9 x Rp. 60.000,- x 25 %
= Rp. 28.500,- per meter

4. Spanduk

a. Pemasangan spanduk lebar 0,90 m, panjang 1 m, selama satu minggu

Perhitungan :

Pajak = Panjang x harga dasar x tarif pajak




1 x Rp. 18.000,- x 25 %

Rp. 4.500,-

b. Pemasangan spanduk lebar 1,15 m panjang 1 m, selama satu minggu
Perhitungan :
Pajak Panjang x harga dasar x tarif pajak

1 x Rp. 20.000,- x 25 %

Rp. 5.000,-

5. Umbul-umbul (khusus mingguan)
a. Lebar 0,9 m, panjang 1 meter

Perhitungan :
Pajak = Panjang x harga dasar x tarif pajak
= 1x Rp. 18.000,- x 25 %
= Rp. 4.500,-
b. Lebar 1,15 m, panjang 1 meter
Perhitungan :
Pajak = Panjang x harga dasar x tarif pajak

1 x Rp. 20.000,- x 25 %
Rp. 5.000,-

BUPATI SRAGEN,
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